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Abstract 
Each individual in one community always interacts with each other to form one unit with 
a strong rule of law. In this case religion plays a role in regulating people's lives so that 
they can coexist and need each other. Similarly, a country that is an organization in a 
region provides rules to the community by forming a common goal.Religion and state are 
inseparable from society because in order to realize the common ideals of society it is 
necessary to understand the values contained in religion and state so as to demand that 
society control what religion is and what is a state in all its roles and functions more and 
more in this modern age.This study uses(library research) methods using books and other 
reading materials. The approach used is descriptive that focuses on the meaning of the 
phrase. 
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Abstrak 
Setiap individu dalam satu komunitas selalu berinteraksi satu sama lain membentuk 
satu kesatuan dengan aturan hukum yang kuat. Dalam hal ini agama berperan dalam 
mengatur kehidupan masyarakat agar dapat hidup berdampingan dan saling 
membutuhkan. Demikian pula negara yang merupakan organisasi di suatu daerah 
memberikan aturan kepada masyarakat dengan membentuk tujuan bersama, agama 
dan negara tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena untuk mewujudkan cita-cita 
bersama masyarakat perlu dipahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan 
agama. Negara sehingga menuntut masyarakat untuk mengontrol apa itu agama dan 
apa itu negara dalam segala peran dan fungsinya semakin banyak di era modern ini. 
Penelitian ini menggunakan metode (studi pustaka) dengan menggunakan buku dan 
bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yang 
menitikberatkan pada makna frasa. 
 
Kata kunci: etika politik, gereja, negara, kristen. 

 
 

PENDAHULUAN 
Agama di Indonesia  diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun 

disebutkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, tetapi 

pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap 

kehidupan beragama. Sejak lahir, pemerintah negeri ini menunjuk satu departemen 

tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama 
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yang ada, yaitu Departemen Agama. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual agama pun 

mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti misalnya 

penyelenggaraan ibadah haji, puasa di bulan ramadhan, pemerintah ambil bagian dalam 

penentuan awal dan akhir bulan ramadhan. Demikian pula pada peringatan hari besar 

keagamaan, semua agama, dijadikan sebagai hari libur nasional. Lebih dari itu, simbol 

keagamaan misalnya mulai dari yang paling sederhana, bahwa hampir setiap pejabat 

pemerintah tatkala memulai pidato memberikan nuansa agama, misalnya mengucapkan 

salam dan memuji Tuhan, dengan menggunakan cara Kristen bagi pejabat Kristen , dan 

begitu pula bagi agama lainnya . Ayat-ayat Alkitab banyak disitir atau dijadikan 

referensi dalam berbagai pidato oleh para pejabat pemerintah. Memang dalam 

beberapa hal, ada sementara pihak menuntut lebih dari itu. misalnya, agar hukum 

Kristen dijadikan sebagai dasar hukum positif.1 Usulan ini selain didasarkan atas 

pertimbangan bahwa kaum muslimin merupakan mayoritas penduduk negeri ini, juga 

dijamin bahwa jika usulan itu disetujui maka pemeluk agama lain tetap akan 

terlindungi. Hal itu sangat dimungkinkan, kerena hukum Kristen  sesungguhnya akan 

melindungi siapapun, termasuk bagi mereka yang memeluk agama lain. Begitu pula, 

muncul isu di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama nasrani, mengajukan 

tuntutan serupa. Aspirasi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan respon. 

Keinginan itu agaknya sulit dipenuhi atas dasar pandangan bahwa negeri ini bukan 

berdasar agama, melainkan Pancasila dan UUD 1945. Agama tidak dijadikan sebagai 

dasar mengatur negara, tetapi agama diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Namun nilai-nilai universal agama, seperti 

keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, 

bermusyawarah, dan lain-lain dijadikan sebagai sumber atau ruh dalam menyusun 

berbagai aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara. 

 

Pengertian Etika  

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua 

kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. 

Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral 

berasal dari kata latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jama‟ dari mos, yang 

                                                           
1 Azyumardi Azra. Reposisi Hubungan Agama dan Negara. (Jakarta: Kompas, 2002). 
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berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.2 Sedangkan 

dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.3 K Bertens dalam buku etikanya 

menjelaskan lebih jelas lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos 

dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang 

rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam 

bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan 

kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau 

kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu 

generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk 

kaidah, aturan atau norma yang di sebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan 

secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya, 

menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang 

berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu 

perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. 

Etika sering diidentikkan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun 

sama-sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki 

perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk 

dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang 

mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori 

tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan 

filsafat moral.4 

 Etika membatasi dirinya dari disiplin ilmu lain dengan pertanyaan apa itu 

moral? Ini merupakan bagian terpenting dari pertanyaanpertanyaan seputar etika. 

Tetapi di samping itu tugas utamanya ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan 

manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan filsafat etika 

membahas yang harus dilakukan. 

Secara terminologi etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau 

kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam teori nilai mengenal lima kategori 

                                                           
2 Azyumardi Azra. Reposisi Hubungan Agama dan Negara, 672  
3 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat,( Jakarta: Wijaya, 1978) 
4 Kees Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia, 1993) 
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baik-buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh 

Tuhan, karena Tuhan adalah maha suci yang bebas dari noda apa pun jenisnya. 

Etika disebut juga ilmu normatif, karena didalamnya mengandung norma dan 

nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika 

dengan moral atau budi pekerti. ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan 

perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh 

dengan akal budi manusia. Menurut KBBI, filsafat etika adalah : 

a. Ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dan tentang hak 

dan kewajiban moral. 

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 

c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 

Jadi, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku 

manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual sendiri. Menurut 

hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu : 

a. Tingkat pertama: semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana 

dalam hati atau niat.  

b. Tingkat kedua: perbuatan nyata atau pekerti. 

c. Tingkat ketiga: akibat atau hasil dari perbuatannya itu = baik atau buruk.9 Dengan 

demikian, pandangan baik dan buruk, dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia 

sangat tergantung pada tiga hal mendasar yaitu:  

 Cara berpikir yang melandasi manusia dalam berprilaku.  

 Cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial.  

 Cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam 

bertindak.   Selain itu juga pengertian etika adalah cabang ilmu filsafat yang 

membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang/ manusia 

dalam hidupnya.  

Etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma 

moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia 

baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

di simpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan 

buruk, benar dan salah kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk 

mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 
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Jadi manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan 

benar, meskipun hati nuraninya menolak dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. 

 

Pengertian agama  

Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa sanskerta 5dalam kitap 

upadeca tentang ajaran-ajaran agama hindu disebutkan bahwa perkataan agama 

berasal dari bahasa sanskerta yang tersusun dari kata “A” berarti tidak dan “gama” 

berarti pergi dalam bentuk harfiah yang terpadu perkataan agama berarti tidak pergi 

tetap ditempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus menerus dari generasi ke 

generasi Pada umumnya perkataan agama diartikan tidak kacau yang secara analitis di 

uraikan dengan cara di memisahkan kata demi kata yaitu “A” berarti tidak dan “gama” 

berarti kacau maksudnya orang yang memeluk suatu agama dan mengamalkan ajaran-

ajarannya dengan sungguh-sungguh hidupnya tidak akan kacau. Agama selalu diterima 

dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendifinisikan agama sesuai 

dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut 

“Mukti Ali”, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah 

percaya akan adanya tuhan yang esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada 

kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di 

akhirat Sedangkan menurut ”James Martineau” agama adalah kepercayaan kepada 

tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam 

semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia Friedrich 

Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari pengetahuan 

rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan 

ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga (feeling of absolute dependence).6  

Di samping itu, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalam 

menentukan kehidupan, sebagaimana dalam hadist. “kutinggalkan untuk kamu dua 

perkara tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang 

kepada keduanya yaitu kitabullah dan sunnah rasul” Secara sosiologis menurut 

“johnstone” “Religion can be defined as a system of beliefs and practices by which a group 

                                                           
5 K. Sukardji. Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya. Bandung : Angkasa, 

1993. 
6 Bobby Kurnia Putrawan & Ludwig Beethoven Jones Noya. “Piety in Thoughts of John Wesley 

And Friedrich Schleiermacher.” Jurnal Jaffray, Vol.18 No.1 (2020): 59-72. 
http://dx.doi.org/10.25278/jj.v18i1.426 
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of people interprets and responds to what they feel is sacred and usually supernatural 

swell” lebih lanjut johnstune menyatakan that by employing this definition weare, for 

purposes of sociological investigation at least, adopting the position, of the hardnosed 

relativist and agnostiec (saya kira dengan jujur kita harus mengakui masih sangat sulit 

mencari orang atau pakar-pakar yang mengkaji atau bergulat dengan agama tertentu di 

Indonesia, tetapi sekaligus merupakan relativis dan agnostik. Secara terminologi dalam 

ensiklopedi Nasional Indonesia, agama diartikan aturan atau tata cara hidup manusia 

dengan hubungannya dengan tuhan dan sesamanya.7 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Negara 

 Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu staat” (bahasa belanda 

dan jerman) “state” (bahasa inggris) “etat” (bahasa prancis) kata “staat” (state, etat) itu 

diambil dari kata bahasa latin yaitu “status” atau statum, yang artinya keadaan yang 

tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Negara merupakan 

integrasi dari kekuatan politk, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik negara 

adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur 

hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejalagejala 

kekuasaan dalam masyarakat8 

Negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. 

Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan 

dengan mensejahteraan kehidupan warganya. Negara adalah organisasi kekuasaan yang 

berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di 

daerah tertentu, Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau 

aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara 

independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan 

memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah 

mendapat pengakuan dari negara lain. 

 

 

                                                           
7 Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Agama Sebuah Pengantar. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004 
8 Azra, Azyumardi. Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Kompas, 2002 
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Paradigma Analisis Hubungan Agama dan Negara  

Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara 

dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma 

integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik. 

Pertama, Paradigma Integralistik (Unified Paradigm). Secara umum teori integralistik 

dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas 

disini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling 

menghilangkan justru saling melengkapi, saling menguatkan dan bersatu. Dalam kaitannya 

dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama 

menyatu (integrated). Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga 

keagamaan. Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan 

kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar ”kedaulatan ilahi” (divine 

sovereignty), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada 

di ”tangan Tuhan”.9 Paradigma integralistik ini memunculkan paham negara agama atau 

Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan 

berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan 

negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam 

paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Menurut Roeslan Abdoelgani, 

sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2009: 9), menegaskan bahwa negara Teokrasi, menurut ilmu 

kenegaraan dan filsafat kenegaraan mengandung arti bahwa dalam suatu negara kedaulatan 

adalam berasal dari Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua 

bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham 

teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya 

Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah 

Tuhan pula. Sementara menurut pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah 

bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala Negara atau raja 

yang diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.  

Kedua, Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm). Secara umum, teori simbiotik dapat 

didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta 

hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling 

memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat 

berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat 
                                                           

9 Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 24 
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berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Karena sifatnya yang simbiotik, maka 

hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan 

dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum 

negara. Marzuki Wahib dan Rumadi membagi Paradigma Simbiotik ini menjadi tiga jenis, yaitu: 

Agama dan negara mempunyai keterkaitan namun aspek keagamaan yang masuk ke wilayah 

negara sedikit, sehingga negara demikian lebih dekat ke negara sekular; Aspek agama yang 

masuk ke wilayah negara lebih banyak lagi, sehingga sekitar 50% konstitusi negara diisi oleh 

ketentuan agama; Aspek agama yang masuk ke wilayah negara sekitar 75%, sehingga negara 

demikian sangat mendekati negara agama. Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu 

Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan 

kewajiban Agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama tidak bisa 

berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Negara dan Agama 

merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi 

yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja 

diwarnai oleh hukum Agama.  

Ketiga, Paradigma Sekularistik (Secularistic Paradigm). Paradigma ini menolak kedua 

paradigma diatas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) 

agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Negara dan Agama merupakan dua 

bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga 

keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. 

Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum 

yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada 

kaitannya dengan hukum Agama. Paradigma ini memunculkan negara sekuler. Dalam Negara 

sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, Negara 

adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama 

adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler tidak dapat 

disatukan. Dalam Negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan 

norma Agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan 

Agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan 

dengan norma-norma Agama. Sekalipun ini memisahkan antara Agama dan Negara, akan tetapi 

pada lazimnya Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja 

yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam Agama. 

 

Hubungan Agama dengan Negara  
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Terdapat kesepakatan bahwa eksistensi Negara adalah suatu keniscayaan bagi 

berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya mengatur 

hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas 

unuk megatur hubungan manusia dengan tuhannya. Hubungan antara agama dan 

negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada 

hakekatnya Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan 

sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu sifat 

dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara 

sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan 

manusia lain untuk mencapai tujuan bersama.10 Dengan demikian negara mempunyai 

sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu 

sendiri. Berdasarkan uraian diatas konsep hubungan negara dan agama sangat 

ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing masing keyakinan manusia sangat 

mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia berikut 

di uraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa 

aliran atau paham antara lain sebagai berikut: 

a. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Teokrasi.  

Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena 

pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan 

segala tata kehidupan masyarakat bangasa dan negara dilakukan atas titah Tuhan 

dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga 

diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu: 

 Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara 

memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini adalah atas 

kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. 

  sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan tuhan 

sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama 

Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama .agama 

dengan negara tidak dapat dipisahkan.  

                                                           
10 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Kompas Meida 

Nusantara,2002)  
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b. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Sekuler  

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara 

dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. 

Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau 

urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan tuhan 

dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan 

antara agama dan negara lazimnya Negara sekuler mmbebaskan warga negaranya 

untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur 

tangan dalam urusan agama.  

c. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Komunisme  

Paham komunisme ini memendang hakekat hubungan agama dan negara 

berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme histories paham ini menimbulkan 

paham Atheis (tak bertuhan) yang dipelopori Karl marx menurutnya manusia 

ditentukan oleh dirinya agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi 

manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia 

sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara sedangkan agama 

dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia dan agama adalah keluhan 

mahluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang nilai yang 

tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya 

adalah materi.  

d. Hubungan Negara dan Agama Menurut Konstitusi Indonesia  

Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan 

bernegara di Indonesia. Relasi negara dan agama di Indonesia selalu mengalami 

pasang surut karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri melainkan 

dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. 

Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang akan berlaku di Indonesia 

sudah dimulai oleh para pendiri bangsa. Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

para tokoh pendiri negara dari kelompok Nasionalis Islam dan Nasionalis, terlibat 

perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan 

kemudian. The Founding Fathers kita menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar 

filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama serta 

golongan politik yang ada di Indonesia ini. Perdebatan tentang dasar filsafat negara 

dimulai tatkala Sidang BPUPKI pertama, yang pada saat itu tampillah tiga pembicara, 
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yaitu Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno 

pada tanggal 1 Juni, tahun 1945. Berdasarkan pidato dari ketiga tokoh pendiri 

negara tersebut, persoalan dasar filsafat negara (Pancasila) menjadi pusat 

perdebatan antara golongan Nasionalis dan Golongan Islam.  

Pada awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari‟at 

Islam, namun golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian 

terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang 

dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD Negara Indonesia pada tanggal 22 

Juni 1945. Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang 

diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia, 

kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemrdekaan Indone-sia) yang diketuai oleh 

Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugastugasnya. Menjelang 

pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta 

mengusulkan pengubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, dan hal ini 

dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan rakyat Indonesia timur, 

tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan 

syari‟at Islam bagi para pemeluknya”.  

Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian disetujui dengan melaui 

suatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pendiri negara 

Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam 

hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, ”Ketuhanan yang Maha Esa”, 

dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, 

melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang 

sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara 

yang berdasarkan atas „Ketuhanan Yang Maha Esa‟. Mengingat kekhasan unsur-

unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras 

agama nampaknya Founding Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk 

negara sebagaimana yang ada di dunia. Bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan 

yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan 
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rakyat,11 namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa 

tidak menghendakinya. Jadi sejak negara Indonesia lahir, didasari oleh nilai-nilai 

Ketuhanan. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat dinyatakan secara tegas 

bahwa: ”Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. 

Selain itu, dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) diperkuat lagi pengakuan 

negara atas kekuatan Tuhan yang menyatakan bahwa “Negara berdasakan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa” maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adi Sulistiyono, agama 

diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara .Namun hal itu bukan 

berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara 

negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistis di mana 

yang satu dan yang lain saling memberi.  

Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam” sedangkan 

negara menjamin kehidupan keagamaan. Indonesia bukan negara agama melainkan 

negara hukum. Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. 

Artinya bahwa Undang-Undang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, jenis 

kelamin dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok agama. 

Jadi agama tidak pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara tidak 

semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang. Penataan hubungan antara 

agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balances (saling 

mengontrol dan mengimbangi).  

Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah 

terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan 

diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmat bagi 

seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 

12Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan 

sebagai sumber dan landasan praktek-praktek otoritarianisme juga harus dikontrol dan 

diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang 

                                                           
11 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara. (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara,2002)  
12 Dede Rosyada, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. 

(Jakarta: IAN Jakarta Press, 2000) 
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dijamin dan dilindungi negara. Jadi, baik secara historis maupun secara yuridis, negara 

Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila.  

Mahfud M.D. menyebut pancasila merupakan suatu konsep prismatik. Prismatik 

adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang 

bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu 

diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat indonesia dan setiap perkembangannya. 

Negara Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri 

pada satu agama saja, tetapi negara pancasila juga bukan negara sekuler karena negara 

sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara pancasila adalah 

sebuah religions nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang 

melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya 

tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk. 

 

KESIMPULAN  

Secara umum agama diartikan sesuai dengan pengalaman dan penghayatan 

individu terhadap agama yang di anutnya agama adalah kepercayaan kepada tuhan 

yang maha esa serta hukum hukum yang diwahyuhkan kepada utusannya agar 

penganutnya bias hidup bahagia dunia akhirat . Sedangkan negara adalah suatu 

organisasi dalam suatu wilayah yang merupakan alat untuk mengatur hubungan- 

hubungan individu serta menetapkan tujuan hidup bersama dalam wilayah tersebut. 

Ada beberapa pandangan tentang hubungan agama dan negara diantaranya:menurut 

paham teokrasi, paham sekuler dan  paham komunisme kesemuanya itu memiliki 

pandangan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua lembaga yang dibentuk oleh 

Allah dan dipakai untuk menyatakan kehendak-Nya. Sehingga, konsekuensi dari 

pemahaman ini, tidak dapat memisahkan atau mencampur adukan antara agama dan 

negara, dimana keduanya memiliki tugas yang sama, bagi kesejahteraan umat manusia 

dan memiliki otoritas ultimat dari Allah. Dengan demikian, dalam menghadapi pesta 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan negara, agama tidak boleh "acuh-tak-

acuh" atau bersikap "apatis/masa bodoh", melainkan harus berperan aktif dengan cara 

ikut berpartisipasi kegiatan yang berhubungan dengan Negara ini, seperti dalam 

kegiatan negara: pesta demokrasi , setiap kita harus ikut ambil bagian di dalamnya, 

dengan memberikan hak suara untuk ikut menentukan pemimpin bangsa yang 

berkualitas, berintegritas, dan takut akan Allah.  
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Agama dalam relasinya dengan negara harus menyadari bahwa negara bisa 

menjadi instrumen Allah (Rm. 13:1-6) atau sebaliknya sebagai instrumen setan (Why. 

13:1-10). Tugas menyatakan suara kenabian adalah wujud nyata kehadiran gereja 

secara partisipatif dan bertanggung jawab terhadap suatu Negara atau pemerintah di 

mana berada. Partisipasi dan tanggung jawab gereja dalam negara adalah suatu 

keharusan, terutama dalam sikap yang menyatakan peran profetis di dalam konteks 

Indonesia.  

 

SARAN 

Sebagai penganut agama dan warga negara diharapkan kita bisa berpegang 

teguh terhadap tata nilai yang ada dalam ajaran agama dan aturan dalam menjalin 

hubungan dengan individu yang lain dalam masyarakat mewujudkan tujuan bersama. 

Kita tahu bahwa agama dan negara berperan mengatur masyarakat sehingga semua 

tingkah laku masyarakat harus didasarkan kepada aturan tersebut.  

 

REFERENSI 

Azra, Azyumardi. Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Kompas, 2002. 

Bakry, Hasbullah. Sistematika Filsafat. Jakarta: Wijaya, 1978. 

Bertens, Kees. Etika, Jakarta: Gramedia, 1993. 

Putrawan, Bobby Kurnia & Noya, Ludwig Beethoven Jones. “Piety in Thoughts of John Wesley 

And Friedrich Schleiermacher.” Jurnal Jaffray, Vol.18 No.1 (2020): 59-72. 

http://dx.doi.org/10.25278/jj.v18i1.426 

Rosyada, Dede. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. 

Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000. 

Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Agama Sebuah Pengantar. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 

2004. 

Sukardji, K. Agama-agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya. Bandung: 

Angkasa, 1993. 


